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ABSTRACT 

 

Criminal Cases The use of fake academic degrees FI Director of the Tanjungpinang Makmur 

Bersama Regional Owned Enterprise was terminated with a restorative justice approach. 

Termination of investigation Cases of criminal acts of using fake academic degrees with a 

restorative justice approach are known to have received reactions and refusals so that they are not 

stopped. How is the process of stopping investigations using a restorative justice approach in the 

case of criminal acts of using fake academic degrees (Case Study LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT 

– RES TPI) in Tanjungpinang City and whether the termination of investigations with the 

Restorative Justice approach can be applied in The criminal case of using fake academic degrees 

(Case Study LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) at the Tanjungpinang Resort Police. To 

find out the process of stopping the investigation using the Restorative Justice approach in the case 

of using fake academic degrees (Case Study LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) in 

Tanjungpinang City and To find out whether or not the termination of the investigation with the 

Restorative Justice approach applied in the case of using fake academic degrees (Case Study LP-

B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) at the Tanjungpinang Resort Police. The author uses 

normative legal research, statutory approach, qualitative analysis, and secondary data to help 

resolve legal events that occur. that the dismissal of the criminal case of using a fake academic 

degree carried out by the Director of the Tanjungpinang Makmur Regional-Owned Enterprise with 

the Restorative Justice approach is not based on the theory of restorative justice, the regulation of 

the head of the state police of the republic of Indonesia number 6 of 2019 concerning the 

investigation of criminal acts Article 12 Letter A Number 1 and number 4 paragraph (2) and the 

Criminal Procedure Code Article 109 (KUHAP). 

 

Keywords: Use of False Academic Degrees, Restorative Justice, Criminal Procedure Code 

 

I. Pendahuluan 

Tindak pidana pemalsuan gelar tidak hanya terjadi di kota-kota besar namun juga terjadi di Kota 

Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau. Tercatat dari data Kepolisian 

Resor Tanjungpinang tahun 2017 sampai 2021 bahwa yang menggunakan gelar palsu sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1  Tabel Data Kasus Penggunaan Gelar Akademik palsu 

No 

Tindak 

Pidana 
No.LP 

Terlapor/Ter

sangka 

Perkembangan 

Kasus 

1 

Menggunakan 

Gelar Palsu 

LP-

B/86/VII/20

20/RES TPI/ 

11 JULI 

2020 

 RP, M.M., 

M.Pd. 

 Perkara P-21 

(berkas hasil 

penyidikan sudah 

lengkap) 

2 

Menggunakan 

Gelar Palsu 

LP-

B/89/VII/20

20/RES TPI/ 

20 

JULI/2020 

 FI, S.Si.  Perkara SP3 

(Selesai Restorative 

Justice) 

   Sumber : Data diambil dari Kepolisian Resor Tanjungpinang, 22/Februari2021 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laporan yang menggunakan gelar akademik 

palsu di Kota Tanjungpinang sebanyak dua kasus, namun dalam proses perkembangan dan 

perjalanan penanganan kasus tersebut memiliki penyelesaian perkara yang berbeda, yang kasus 

berinisial RP selaku salah satu Anggota Dewan Kota Tanjungpinang berkas hasil penyidikanya 

dinyatakan lengkap sedangkan kasusnya yang berinisial FI selaku Direktur Utama Badan Usaha 

Milik Daerah Tanjungpinang Makmur Bersama dihentikan dengan dasar adanya perdamaian kedua 

belah pihak dan pencabutan laporan. Maka dengan kedua hal tersebut penyidik beranggapan bahwa 

dengan adanya perdamaian  dan dicabutnya laporan  maka diterapkanlah konsep pendekatan 

restorative justice. 

Dengan adanya penghentian penyidikan kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik 

palsu dengan konsep pendekatan Restorative Justice tersebut, diketahui bahwa sebelum adanya 

penghentian penyidikan kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, kasus tersebut telah 

mendapatkan reaksi dan penolakan agar tidak dihentikan. Berdasarkan dalam permasalah tersebut, 

penulis fokus  untuk meneliti dan mengambil suatu judul Penghentian Penyidikan Dengan 

Pendekatan Restorative Justice Dalam Kasus Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Palsu Di 

Kota Tanjungpinang (LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI) 

 

 

II.  Metode Penelitian 

  Teknik Pengumpulan data Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian 

ini ialah prosedur studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan adalah cara mengumpulkan data dengan 

membaca, memahami dan mengutip, merangkum dan membuat catatan-catatan serta menganalisi 

peraturan perundang-undangan. Teknik Analisis data menggunakan analisis kualitatif, yaitu dengan 

mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan. dengan metode deduktif yaitu berfikir berdasarkan 

fakta-fakta yang bersifat umum, dilanjutkan dengan pengambilan yang bersifat khusus. 

 

III. Hasil dan Pembahasan 
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1. Proses Penghentian Penyidikan dengan pendekatan  Restorative Justice dalam 

Kasus Tindak Pidana Penggunaan Gelar Akademik Palsu Di Kota Tanjungpinang 

(Studi Kasus LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI)  

Tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu tidak hanya terjadi di kota-kota besar 

namun juga terjadi di Kota Tanjungpinang yang merupakan Ibu Kota Provinsi Kepulauan 

Riau. Tercatat dari data Kepolisian Resor Tanjungpinang dari tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2021 bahwa yang melakukan tindak pidana penggunaan gelar palsu sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1  Tabel Data Kasus Penggunaan Gelar Akademik palsu 

No 

Tindak 

Pidana 
No.LP 

Terlapor/Ter

sangka 

Perkembangan 

Kasus 

1 

Menggunakan 

Gelar Palsu 

LP-

B/86/VII/20

20/RES TPI/ 

11 JULI 

2020 

 RP, M.M., 

M.Pd. 

 Perkara P-21 

(berkas hasil 

penyidikan sudah 

lengkap) 

2 

Menggunakan 

Gelar Palsu 

LP-

B/89/VII/20

20/RES TPI/ 

20 

JULI/2020 

 FI, S.Si.  Perkara SP3 

(Selesai Restorative 

Justice) 

   Sumber : Data diambil dari Kepolisian Resor Tanjungpinang, 22/Februari2021 

 

 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa yang melakukan tindak pidana penggunaan 

gelar akademik palsu di Kota Tanjungpinang sebanyak dua kasus, namun dalam proses 

perkembangan dan perjalanan penanganan kedua kasus tersebut memiliki penyelesaian perkara 

yang berbeda, Berdasarkan dengan adanya penyelesain perkara yang berbeda  penulis 

menyampaikan secara singkat perbedaan tersebut berdasarkan hasil wawancara dengan Kasat 

Reskrim Kepolisian Resor Tanjungpinang sebagai berikut : 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Perbedaan RP FI 

1.  Terjadi Perdamaian antara 

pelapor dan terlapor 

 

X 

 

√ 

2.  Menimbulkan reaksi dan 

penolakan agar  tidak 

diberhentikan 

 

X 

 

√ 

3. Berefek dalam memperoleh 

suatu  

jabatan. 

 

√ 

 

X 

4. diduga tidak kuliah         √ X 
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   Berdasarkan hasil wawancara yang dituangkan dalam bentuk table diatas  bahwa 

adanya perbedaan penyelesaian kasus antara RP dan FI dikarenakan dalam perkaranya RP tidak 

terjadi perdamaian antara pelapor dan terlapor,tidak menimbulkan reaksi dan penolakan untuk tidak 

berhentikan, penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diberikan oleh 

perguruan tinggi bersangkutan digunakan untuk mencalonkan diri sebagai anggota dewan kota 

tanjungpinang sehingga menurut analisa dari pihak kasat reskrim resor tanjungpinang hal tersebut 

bisa mempengaruhi perolehan elektabilitas suara karena dengan menggunakan gelar yang tidak 

sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diberikan oleh perguruan tinggi akan berpengaruh kepada 

integritas dari pada diri RP sendiri dan diduga bahwa RP tidak berkuliah. Berdasarkan dengan 

proses perkembangan dan perjalanan penanganan kedua kasus yang berbeda, yang mana kasusnya 

berinisial RP selaku salah satu Anggota Dewan Kota Tanjungpinang berkas hasil penyidikanya 

dinyatakan lengkap sedangkan kasusnya yang berinisial FI selaku Direktur Utama Badan Usaha 

Milik Daerah Tanjungpinang Makmur Bersama dihentikan dengan dasar adanya perdamaian kedua 

belah pihak dan pencabutan laporan. Maka dengan kedua hal tersebut penyidik beranggapan bahwa 

dengan adanya perdamaian dan dicabutnya laporan maka diterapkanlah konsep pendekatan 

restorative justice. 

 Berdasarkan dengan adanya penghentian penyidikan dalam kasus  tindak pidana penggunaan 

gelar akademik palsu dengan pendekatan Restorative Justice, diketahui bahwa sebelum adanya 

penghentian penyidikan kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu, kasus tersebut telah 

mendapatkan reaksi dan penolakan agar tidak diberhentikan. Maka oleh karena itu, beranjak dalam 

permasalah diatas, penulis ingin mengetahui  bagaimana  Proses Penghentian Penyidikan dengan  

pendekatan Restorative Justice  dalam kasus tindak pidana  penggunaan gelar akademik palsu (LP-

B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT- RES TPI). maka untuk dapat  mengetahui hal tersebut, penulis akan 

menyampaikan terlebih dahulu yang diantaranya sebagai berikut : 

Pertama, bahwa proses penghentian penyidikan dengan pendekatan restorative justice dalam kasus 

tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu yang berinisial FI selaku Direktur Utama Badan 

Usaha Milik Daerah Tanjungpinang Makmur Bersama didasarkan atas surat perdamaian dan surat 

pencabutan laporan dengan dasar kedua hal tersebut penyidik reskrim menghentikan penyidikannya 

, namun demikian sebelum penghentian penyidikan dengan pendekatan restorative justice harus 

memenuhi syarat-syarat yang telah digariskan oleh Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang penyidikan tindak pidana pasal 12 Huruf A dan Huruf B 

yang sebagai berikut : 

 

a. Materil, yang meliputi : 

1. Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat. 

2. Tidak berdampak konflik sosial 

3. Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan 

melepaskan hak menuntutnya dihadapan hukum. 

4. Prinsip pembatas : 

a. Pada pelaku : 

1) Tingkat kesalahan pelaku realtif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk 

kesengajaan; dan 

2) Pelaku bukan residivis 
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b. Pada tindak pidana dalam proses : 

1. Penyelidikan dan 

2. Penyidikan, sebelum SPDP dikirim Ke Penuntut Umum. 

b. Formil, yang meliputi : 

1. Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) 

2. Surat pernyataan perdamaian (akte dading) dan penyelesaian perselisihan para pihak 

yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga 

terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik. 

3. Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan 

penyelesaian perakara melalui keadilan restoratif. 

4. Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; 

dan  

5. Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti 

rugi. 

  Berdasarkan fakta dilapangan bahwa dengan adanya rencana penghentian penyidikan 

dengan pendketan restorative justice dalam perkara tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu 

yang dilakukan oleh berinisial FI selaku Direktur Utama Badan Usaha Milik Daerah Tanjungpinang 

Makmur Bersama telah mendapatkan reaksi dan penolakan dari berbagai element masyarakat yang 

diantaranya adalah Mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat,  serta Organisasi Kedaerahan (bukti 

ada dilampiran). Meksipun dengan adanya reaksi dan penolakan dari berbagai elemen masyarakat 

Penghentian Penyidikan dengan pendekatan  restorative justice tetap dilakukan, karena pihak dari 

kasat reskim beranggapan syarat-syaratnya telah terpenuhi dan kalaupun ada reaksi dan penolakan 

dari elemen masyarakat komplain saja ke kantor jangan di media social.1 dengan tidak adanya 

komplain secara langsung pihak reskrim beranggapan syarat-syaratnya telah terpenuhi. 

Berdasakkan penghentian penyidikan dengan pendekatan restorative justice bahwa dalam 

prosesnya  ada syarat dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana Tepatnya Pada Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan  

angka 4 ayat (2) tidak terpenuhi. yang di antaranya adalah usnur tidak menimbulkan keresahan 

masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat dan penyidikan, sebelum SPDP dikirim Ke 

Penuntut Umum. 

 

Kedua, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak memuat pengarisan syarat-syarat 

penghentian penyidikan yang didasarkan karena adanya suatu perdamaian. Namun demikian, 

perkembangan hukum pidana yang diselaraskan dengan dinamika masyarakat memunculkan suatu 

konsep hukum yang fokus kepada kepentingan korban dan masyarakat yaitu restorative justice. 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat (1) huruf i 

memberikan wewenang terhadap penyidik untuk mengadakan penghentian penyidikan. Sehingga, 

sebagai suatu kewenangan yang merupakan bagian kewenangan, Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana telah memberikan ruang lingkup terhadap kegiatan penghentian penyidikan secara 

terbatas. Penghentian penyidikan sebagai suatu rangkaian kegiatan, kegiatan yang dimaksud adalah 

suatu penilaian terhadap suatu perkara pidana yang berasal dari aduan ataupun laporan berkaitan 
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dengan suatu pertanyaan yaitu “apakah suatu perkara dapat dinyatakan lengkap ataukah tidak?”, 

maka proses penilaian tersebut hanya dibatasi kepada alasan-alasan tertentu. 

 Paling tidak ada tiga alasan tertentu yang berkaitan dengan surat perintah penghentian 

penyidikan yang sebagaiamana dalam pasal 109 ayat (2) diantaranya tidak terdapat cukup bukti, 

peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana alasan karena demi hukum. Terkait alasan ketiga 

mengenai dihentikan demi hukum, meskipun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan perkara dihentikan demi hukum namun secara teoritis 

maksud tersebut termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana alasan demi hukum terdiri 

dari empat yang meliputi : Ne Bis In Idem, meninggalnya tersangka/terdakwa, daluwarasa 

penuntutan dan penyelesaian diluar pengadilan. 

Berdasarkan pengolahan data surat perintah  penghentian penyidikan dasar pertimbangan 

Penyidik Reskrim menghentikan penyidikan adalah surat perdamaian dan surat pencabutan laporan 

maka atas dasar tersebut pihak penyidik reskrim menghentikan penyidikan terhadap laporan (LP-

B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI ) dengan keadilan restorative/ Restorative Justcie. 

Penghentian Penyidikan dengan pendekatan restorative jusice tersebut tidak sesuai dan termasuk 

syarat ataupun alasan yang telah digariskan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP.  

2. Penghentian Penyidikan dengan pendekatan  Restorative Justice Dalam Kasus 

Tindak Pidana  Penggunaan Gelar Akademik Palsu (LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES 

TPI) di Kepolisian Resor Tanjungpinang. 

 

Penghentian Penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice dalam kasus tindak pidana 

penggunaan gelar akademik palsu (LP-B/89/VII/KEPRI/SPKT- RES TPI)) di Kepolisian Resor 

Tanjungpinang sejak dari awal tidak tepat dan tidak dapat diterapkan penyidik Kepolisian Resor 

Tanjungpinang karena dalam penerapanya tidak sesuai dengan teori Restorative Justice, kedudukan 

pelapor dan 2 unsur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 

Tentang Penyidikan Tindak Pidana Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan Angka 4 Huruf (b) tidak 

terpenuhi.  

Berdasarkan hal diatas  penulis mencoba  menjelaskan dasar tidak tepat dan tidak dapat 

diterapkan penghentian penyidikan dengan pendekatan restorative justice  dalam perkara tindak 

tindak pidana penggunaan gelar palsu yang dilakukan oleh yang berinisial FI Selaku Direktur 

Utama Badan Usaha Milik Daersah Tanjungpinang Makmur Bersama sebagai berikut : 

 

1.  Bahwa Restorative Justice pada dasarnya prinsip restitusi dengan cara melibatkan korban 

dan pelaku dalam proses yang bertujuan untuk mengamankan reparasi bagi korban dan 

rehabilitasi pelaku.  Berdasarkan pengertian diatas bahwa Restorative Justice dapat diartikan 

secara sederhana sebagai bentuk penyelesaian perkara menurut hukum pidana dengan 

melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak terkait untuk 

mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan 

semula dan bukan pembalasan. Titik tumpu dalam menerapakan Restorative Justice adalah 

melihat kepada korban sesungguhnya atau korban yang secara langsung merasa dirugikan 

sebagaimana yang dimaksudkan dalam Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 25 

menyebutkan bahwa pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang 

berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang 

yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merigukanya. Maka dapat disimpulkan 

bahwa penerapan Restorative Justice  hanya dapat di gunakan terhadap kasus-kasus tertentu 

yang sifatnya delik aduan. 



 

 
 

 

  

VOL: 2, NO: 2, TAHUN: 2021 1565 

 

 

2. Bahwa faktor diketahui telah terjadinya suatu tindak pidana penggunaan gelar palsu adalah 

laporan dan pengaduan. Laporan berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 

24 yang menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang 

karena hak atau kewajiaban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang 

tetang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Sedangkan aduan 

berdasarkan Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 25 menyebutkan bahwa pengaduan 

adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat 

yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak 

pidana aduan yang merigukanya. Berdasarkan pengertian diatas tentu dapat diketahui 

bahwa kedudukan pelapor HS merupakan yang dimaksudkan dalam Kitab Hukum Acara 

Pidana Pasal 1 Angka 24 yang menyatakan bahwa laporan adalah pemberitahuan yang 

disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiaban berdasarkan undang-undang kepada 

pejabat yang berwenang tetang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa 

pidana.  

3. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh FI selaku direktur BUMD Tanjungpinang Makmur 

Bersama merupakan perbuatan pidana yang mana perbuatannya yang dilarang oleh suatu 

undang-undang dan diancam pidana barangsiapa melanggar larangan itu. Kasat Reskrim 

Kepolisian Resor Tanjungpinang menyampaikan bahwa kasus tersebut merupakan 

perbuatan yang dilakukan oleh FI tersebut dilakukan dengan kesengajaan. Kesengajaan 

menurut pompe diartikan sebagai seseorang dikatakan telah melakukan suatu perbuatan 

dengan sengaja apabila perbuatan tersebut dilakukan dengan willens en wetens atau 

mengetahui dan menghendaki. serta perbuatannya telah bertentangan dengan undang-

undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Berdasarkan ketentuan 

pidana dalam undang-undang tersebut diatur secara expressiv verbis (terang dan jelas) 

dalam Pasal 68 Ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan gelar 

lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan singkatan yang diterima dari perguruan tinggi 

yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.200.000.000 (dua 

ratus juta rupiah). 

4. Bahwa dengan kedudukanya laporanya pelapor sebagaimana yang dimaksudkan dalam  

Kitab Hukum Acara Pidana Pasal 1 Angka 24 yang menyatakan bahwa laporan adalah 

pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiaban berdasarkan 

undang-undang kepada pejabat yang berwenang tetang telah atau sedang atau diduga akan 

terjadinya peristiwa pidana. Maka dapat diketahui bahwa laporannya  yang dilaporkan 

pelapor HS ke Kepolisian Resor Tanjungpinang merupakan jenis delik biasa/murni. Kasat 

Reskrim Kepolisian Resor Tanjungping turut menyamipakan bahwa dalam kasus 

penggunaan gelar yang tidak sesuai dengan singkatan yang diberikan oleh perguruan tinggi 

bersangkutan merupakan delik biasa. 

5. Bahwa dengan adanya reaksi dan penolakan agar penghentian penyidikan dengan 

pendekatan restorative justice tidak lakukan. maka ada 2 unsur dalam peraturan kepala 

kepolisian Negara republik Indonesia yang tidak terpenuhi yang diantaranya : unsur tidak 

menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat dan penyidikan, 

SPDP dikirim Ke Penuntut Umum. 

Berdasarkan yang telah di uraikan di atas, bahwa penghentian penyidikan dengan 

pendekatan  restorative justice dalam kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu (LP-

B/89/VII/KEPRI/SPKT- RES TPI) di Kepolisian Resor Tanjungpinang tidak dapat diterapkan 

dengan dasar bahwa Penghentian Penyidikan dengan pendekatan Restorative Justice tidak 

berdasarkan atas teori restorative justice, melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik 
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Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan angka 4 Ayat  (2), Legal standing 

atau kedudukan pelapor bukan seorang korban yang secara langsung dirugikan dari perkara itu, 

perkara penggunaan gelar akademik palsu merupakan jenis delik biasa bukan merupakan suatu 

delik aduan 

 

IV. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam Bab IV pembahasan maka dapat di ambil kesimpulan yang 

diantarnya : 

1. Bahwa proses penghentian penyidikan kasus tindak pidana penggunaan gelar akademik palsu 

Nomor LP-B/89/VII/2020/KEPRI/SPKT – RES TPI di Kota Tanjungpinang tidak sesuai dengan 

syarat materil sebagaimana yang diatur oleh Perkap Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan 

Tindak Pidana Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan  angka 4 Ayat  (2) dan penghentian penyidikan 

dengan pendekatan restorative justice bukan merupakan salah satu syarat atau alasan yang telah 

digariskan dalam pasal 109 ayat (2) KUHAP. 

2. Bahwa penghentian penyidikan dengan restorative justice dalam kasus tindak pidana penggunaan 

gelar akademik palsu (LP-B/89/VII/2020/KEPRI/ SPKT – RES TPI) di Kepolisian Resor 

Tanjungpinang  tidak dapat diterapkan dengan alasan : tidak sesuai dengan teori hukum yakni teori 

restorative justice, melanggar Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 

Tahun 2019 Pasal 12 Huruf A Angka 1 dan angka 4 ayat (2), kedudukan pelapor bukan seorang 

korban sesungguhnya yang dirugikan. kasus penggunaan gelar akademik palsu merupakan perkara 

dengan  jenisnya delik biasa bukan merupakan suatu delik aduan. 
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